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PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 4/2/PBI/2002
TENTANG

PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTASDEVISA
PERUSAHAAN BUKAN LEMBAGA KEUANGAN

GUBERNUR BANK INDONESIA,

bahwa pemantauan kegitan Ldu Lintas Devisa sanga
dipeluken ddam rangka mendukung penergoan  Sgem
devisa bebas,

. bahwa keterangan dan data yang lengkap, akurat dan tepat

wektu yang diheslken dai pemantauan kegiagan Ldu Lintas
Devisa saga diperlukan ddam rangka penyusunan
daidik;

bahwa daidik kegigan Ldu Lintess Devia teutama
daigik  neraca  pembayaan  dan  poss investas
internasond  Indonesa merupakan faktor penting  ddam
perumusan dan peningkatan efektifitas kebijakan di  bidang
moneter, Sstem pembayaran, dan perbankan;

. bahwa berhubung dengan itu, perlu ditetgpkan ketentuan

tentang Pemantauen  Kegigdan Ladu  Lintas Devisa
Perusshean Buken Lembaga Keuangan dengan Peraturan

Bank Indonesia;

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia (Lembaran Negara Republik  Indonesa

Tahun 1999 ...



-2
Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3843);

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Ldu Lintas
Devisa dan Sigem Nila Tukar (Lembaran Negara Republik
Indonesa Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 3844);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG

PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA
PERUSAHAAN BUKAN LEMBAGA KEUANGAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Ddam Peraturan Bank Indonesiaini, yang dimaksud dengan :

1.

Ldu Lintes Devisa addah perpindshan ast dan kewgiban finangd antara
Penduduk dan bukan Penduduk termasuk perpindahan Aset dan Kewgiban
Finansd Luar Negeri antar Penduduk.

Paussheen Bukan Lembaga Keuangan (sdanjutnya dissbut  Perusshaan)
addah Badan Usaha yang mdakuken kegiadan ustha sdan sdbaga Bank
dan sdan sebaga Lembaga Keuangan Non Bank ssbagaimana diatur daam
peraturan perundang- undangan yang berlaku.

At Fnansd Luar Negeai addah aktiva Perussheen yang merupakan
tagihan terhadap bukan Penduduk bak ddam vauta asng maupun rupiah,
antara lan ddam bentuk penyertaan modd pada perusshaen di luar negeri,
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gdmpanan pada bank di luar negeri dan pemiliken sura-sura berharga yang

diterbitkan oleh bukan penduduk;

Kewgiban Fnandd Luar Negei addah pedva Pausshaen yag
merupakan kewgjiban terhadep bukan Penduduk bak ddam vauta asing
maupun rupigh, attara lan ddam bentuk utang luar negei dan  utang
dagang kepada perusshaan di luar negeri;

Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lannya yang berdomisli
aau berencana berdomidli di Indonesa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun,
termasuk perwakilan dan gaf diplomatik Republik Indonesiadi luar negeri.

BAB Il
KEWAJBAN PENYAMPAIAN LAPORAN
Pasal 2

Peussheen yang meakukan kegiatan Ladu Lintess Devisa wagib
menyampakan lgporan yang beris keterangan dan data mengena  kegidan
Ldu Lintas Devisa yang dilskukannya kepada Bank Indonesa secara
lengkap, akurat, dan tepat waktu.

Keterangan dan dala yang disampakan Kkepada Bank Indonesa
sebagamana dimaksud ddam ayat (1) bersfa rahesa

Pasal 3

Kewgjiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ddam Pesdl 2 ayat

(1) berlaku bagi Perusahaan yang :

a  memiliki totd aset/aktiva sekurang-kurangnya Rp100.000.000.000,00
(sxraus miliar rupiah), atau

b. memiliki omst penudan sdama sdu  tahun  sekurang kurangnya
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2 Daar ...
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Ddam hd totd aset/ektiva aau omset penjudan Peustheen sdbagamana

dmeksud ddam aa (1) mengdami  penurunan masing-masng  menjedi
kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Perusahaan tetap
wgib menyampakan lgporan sgpanjang mash meakukan kegiagan Ldu
LintasDevisa

Besanya totd aset/ektiva dan omset penjudan  sebagamana dimaksud
ddam ayat (1) dapat diubah sesua perkembangan, dengan Surat Edaran

Bank Indonesia

Pasal 4

Laporan yang wgib disampakan sebagamana dimeksud ddam Pesd 2 aya

(1) meiputi lgporan :

a Transkd yang mempengauhi Asst dan aau Kewgiban Fnansd
Luar Negeri,

b. Pods Asat dan aau Kewgiban Fnangd Luar Negeri per akhir
periodelaporan.

Transkd yang wgib dilgporkan sebagamana dimeksud ddam aya (1)

huruf a addah transsks yang dilakukan tidek mddui Bank aau Lembaga

Keuangan Non Bank di dalam negeri.

BAB IlI
PENELITIAN KEBENARAN LAPORAN
Pasal 5

Ddam hd keerangan dan data yang disampaikan diragukan kebenarannya, Bank
Indonesa menditi kebenaran keterangan dan data dimeksud, termasuk meminta
bukti pembukuan, cataan, dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Ldu
Lintas Devisa

Pasd 6 ...
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Pesd 6

Perusshaan  wagib  memberikan bukti  pembukuan, catatan, dan  dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasdl 5.

@

)

@

)

@

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 7

Perusshaan yang menyampakan lgporan  sebagamana  dimeksud  ddam
Pasd 4 aya (1) huruf a secara tidak lengkap dan atau tidak benar dikenakan
sanks  adminidratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu
rupiah) untuk sdigp keterangan dan daa yang tidek lengkgp dan aau tidak
benar dan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juarupiah).

Besanya denda ssbagaimana dimaksud dadam ayat (1) dapat diubah dengan
Surat Edaran Bank Indonesa

Pesd 8

Perusshaan yang terlambat menyampaikan lgporan sebagamana  dimaksud
ddam Pesal 4 ayat (1) huruf a dikenaken sanks adminigratif berupa denda
sebesar Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setigp hari keterlambatan
dan paing banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah).

Besanya denda ssbagaimana dimaksud ddam ayat (1) dapat diubah dengan

Surat Edaran Bank Indonesia.

Pesd 9

Perusahaan yang tidek menyampakan Igporan sebagamana  dimaksud
ddam Pasd 4 aya (1) huruf a dikenakan sanks adminidratif berupa denda
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sebesar  Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditambah denda

keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasdl 8.

(20 Bag Peusthaen yang tidek menyampakan lgporan sebagamana dimaksud
ddam Pad 4 aya (1) huruf a sdama 6 (enam) periode berturut-turut atau
pding lama 6 (enam) bulan, Bank Indonesa merekomendaskan sanks
adminigraiif berupa pencabutan atau pembatidan izin ussha kepada ingand
yang berwenang.

Pasa 10

Bagh Peussthean yang tidek memberikan bukti  pembukuan, caaan, dan
dokumen  sebagamana dimeksud ddam Pasd 6, Bank  Indonesa
merekomendaskan sanks  adminidraif berupa pencabutan aau pembatdan izin

usaha kepadaingans yang berwenang.

Pesa 11

Sanks sebagaimana dimeksud ddam Pasd 7, Pasd 8, Pasd 9, dan Pasd 10
mula diberlakukan sgak tanggd 1 Dessmber 2002 untuk kegiatan Ldu Lintas
Devisayang dilakukan sdama bulan November 2002.

BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Prosedur dan tata cara peaporan, jumlah dan tata cara pengenaan sanks serta
keterangan dan data yang diminta, diaur lebih lanjut dengan Sura Edaran Bank

Indonesia

Pesd 13 ...
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Pesal 13

Peraturan Bank Indonesiaini mulai berlaku sgak tanggd 1 Juni 2002.

Ditetapkan di Jakarta
Padatangga 28 Maret 2002

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 15

DSM
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PENJELASAN

ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR:4/ 2 /PBI/2002
TENTANG
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTASDEVISA
PERUSAHAAN BUKAN LEMBAGA KEUANGAN

UMUM

Sebhagamana tdah ditetgokan ddam Undang-undang No. 24 tahun 1999
tentang Ldu Lintes Devisa dan Sgem Nila Tukar, Pemeintah tetgp menganut
gdem devisa bebas. Dengan demikian, setigp Penduduk dapat dengan bebas
memiliki  dan  mengguneékan  devisa  yang  dimilikinpgan  Namun, mengingat
keterangan dan daa mengena kegigan Ldu Lintas Devisa sdama ini bdum
terpenuhi secara lengkgp maka dibutuhkan suatu sgem pemantauen Ldu Lintas
Devisa Dengan adawya gdem pemantaan terssbut  memungkinkan — otoritas
monger memiliki datigik mengena kegiatan Ladu Lintas Devisa secara lengkap,
akurat dan tepat wektu sehingga dgpat mendukung perumusan dan  peningkatan
efektivitas kebijakan dibidang moneter. Ssem pemantauan Lau Lintes Devisa
terscbut  akan mendukung penergpan  ddem  devisa bebas agar  tidak
menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian nasond.

Pemantauan kegiagdan Ldu Lintas Devisa mdiputi  pemantauan semua
transsks yang menimbulkan terjadinya perpindshan aset dan kewgiben finansd
antara Penduduk dan bukan Penduduk. Disamping itu, ddam rangka memperoleh
infoomas mengena pergerakan devisa di sektor non finangd, pemantauan aas
perpindahan asst dan kewgiban finansd luar negei antar Penduduk perlu pula
dilakukan. Laporan tersebut dimeksudkan terutama untuk Kkeperluan penyusunan

getigik ...
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daidik neraca pembayaan dan pods  invedas intenedond Indonesa ddam

rangka mendukung tercapainya sabilitas moneter.

Beakenaan dengan itu, maka untuk mewujudkan dstem pemantauan Lau
Lintess Devisa tersebut, sduruh Perussheen yang meakukan kegiaan Lau Lintas
Devisa diwgibkan untuk menyampakan lgporan kegiatan Ldu Lintes Devisa
yang dilakukannya kepada Bank Indonesia.

PASAL DEMI PASAL

Pasa 1
Angka 1 sampa dengan angka 5
Cukupjdas

Pasal 2
Aya (1)

Sebagamana diagur ddam Pasal 1 angka 2 Peduran ini,
Paustheen yang dimeksud ddam Pasd ini addah  Perusshaan
Buken Lembaga Keuangan yang medakikan kegigan ussha sdan
sebaga Bank dan sdan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB)
Ssbagamana  digur ddam perauran  perundang-undangan  yang
berlaku.

Berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan
sbagamana tdah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun
1998, Bank mdiputi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesa No. 1/9/PBI/1999 tentang
Pemantauan Kegigan Lau Lintes Devisa Bank dan Lembaga
Keuangan Non Bank, LKNB mdiputi asurand, dana pensun,

Kurites ...
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sekuritas, modd  ventura, dan Perusshaan pembiayaan, sarta badan
bedan lain yang menyeenggarakan pengeolaan dana masyarakat.

Bakenaan dengan itu, Perustheen yang dimeksud ddam Pesd ini

mdiputi

a  Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu badan ussha milik
negara yang didirken sesua  Undang-undang No. 9 tahun
1969 tentang Penetgpan Peauran Pemerinteh  Pengganti
Undang-undang No. 1 tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk
Ussha Negaa menjadi Undang-undang, dan badan usasha
lannya yang didiriken dengan Undang-undang tersendiri  yang
terdapat unsur kepemilikan negara,

b. Badan Ustha Milik Dagrah (BUMD) yatu badan ussha yang
shagian aau Huruh moddnya dimiliki  oeh  Pemerintah
Daerah dan,

c. Badan Ustha Milik Swagta (BUMS) yatu badan ussha yang
tidek termasuk dadam pengertian BUMN dan BUMD di atas
yang berkedudukan di Indonesa, bak yang berbentuk badan
hukum Indonesa maupun asng dan yang tidak berbentuk
badan hukum.

Yang dimeksud dengan keterangan dan data mdiputi antara lan

pelaku transakd, tujuan transakd dannilal transaks.

Ayat (2)

Keerangan dan daia yang bersfa rahasa addah keterangan dan

datayang bersfat individua.

Pasal 3
Ayat (1)
Penetapan besarnya totd aset dan omsst penjuaan didasarkan pada
lgporan keuangan terakhir yang tdah diaudit. Ddam hd Igporan

keuangan ...
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keuangan yang tdah daudit bdum tersedia meka digunakan

Igporan keuangan yang belum diaudit.

Ay (2)
Yang dimeksud dengan mash telgp mdakuken kegiaan Lau
Lintss Devisa addah Perussheen mdakuken transskd Ldu Lintas
Devisa dan aau memiliki Poss Asst Finanda Luar Negei den
atau Kewgjiban Finangd Luar Negeri.

Ayat (3)
Cukupjelas

Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a

Transskd yang mempengaruhi Asst dan dau Kewgiban

FHnandd Luar Negeri, mdiputi antaralan:

1. Penerimaan dan aau pembayaan antaa Perusshaan
dengan bukan Penduduk bak ddam rupish maupun
vduta adng, mdipui atara lan  penerimeen  hesl
ekspor, pembayaran impor, penaikan dan pembayaran
pinamen lua negei, pengimean bunga  Smpanan,
penerimeaen  peunasan piutang  dagang,  pembayaran
utang dagang, termasuk pengekuan utang/piutang  dan
penyd esaiannya secara netting;

2. Pengimaan dan dau pembayaan antara Perusahaan
dengan Penduduk ddam vduta adng, mdiputi antara
lan penudan aau pembdian maa uang adng,
penerimaan dan pembayaran daam rangka
perdagangan barang dan jasa.

Hurufb ...
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Huruf b

Poss Asst dan dau Kewgiban Fnansd Luar Negei
mencakup bak yang sudah efektif menjadi tagihan dan aau
kewgiban Perussheen (on balance sheet) maupun yang
mash meupakan cadan das lgporan  keuangan  seperti
tagihan/kewagjiban kontinjeng dan tagihan/kewsgjiban
komitmen.
Poss Asst dan aau Kewgiban Fnansd Luar Negeri
didesarkan pada lgporan keuangan terakhir yang teah
diaudit. Ddam hd lgporan keuangan yang tdah diaudit
bdum tesdia meka digunekan Igporan keuangan yang
belum diaudit.
Ayat (2)

Transskd  yang dilakukan tidek mdadui Bank dan Lembaga

Keuangan Non Bak d ddam negei mdipui ataa lan

penerimaan dan aau pembayaan mddui rekening giro Perusshaan

pada bank di lua negei den penydesaian transskd  mddu

rekening antar kantor/Perusahaan.

Ddam hd transkd dilekukan mddui Bank dan  Lembaga

Keuangan Non Bank di ddam negei, maka pdaporannya

dilakuken oleh Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank yang

bersangkutan.

Ddam mdakukan penditian kebenaan keterangan dan  data, Bank
Indonesa meminta Klaifikes dan aau menditi pembukuan, caaan, dan
dokumen yang bekatan dengan pedaporan kegiagan Ldu Lintas Devisa
Perusahaan tersebut.

Pesal 6 ...



Pasd 6
Cukupjeas

Pasd 7
Cukupjelas

Pasd 8
Perusshaan diangggp tedlambat  menyampakan lgporan  gpabila  lgporan
Perusshean diterima oleh Bank Indonesa medewai masa penyampaan
lgporan sampa  dengan berakhimya maesa keterlambatan  penyampaian
lgporan.
Y ang dimaksud dengan hari addah hari kdender.

Pasd 9
Perusshaan  dianggap tidek menyampakan lagporan  apabila Bank
Indonesa bdum menaima lgporan  Perussheen sampa dengan
berakhirnya masa keterlambatan penyampaian |gporan.
Sanks  adminigratif ddam Pesa ini tidek mengurangi ketentuan pidana
sbagamana diatur ddam pasd 6 Undangundang No. 24 tahun 1999
tentang Lalu Lintas Devisadan Ssem Nila Tukar.

Pasa 10
Sakd adminigretif ddam Pasd ini tidek mengurangi  ketentuan pidana
sehagamana diaur ddam pasd 6 Undangundang No. 24 tahun 1999
tentang Lau Lintas Devisadan Sistem Nila Tukar.

Pasd 11
Cukupjeas

Pasal 12
Cukupjelas

Pesd 13 ...
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Pasal 13

Cukupjeas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. 4178
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